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_ ""”me::o‘gfg‘ﬂ:mh" disf"b}” belum dikembalikan ke negara.
Badan Pemeriksa Nasional (8PK) REPUBLIK ! ) '])meull\'un hzmluqn keluarga pene-
mengungkap temuan anggaran bantuan 1-1ml(]x‘ mz)mllz)mf\ yang »Ul(luk hwmrzm.sukm
sosial untuk program keloares Fepamen }b(.‘]]l'l“‘-“ Il.I) r_'(m..:;_) -mlllilnli I.‘whm] dikem-
(KPM) dan sembako, tidak bertranses I))Lll nl\fm )l\(i kas n(‘g;n‘;x; ujar dia dalam
atau tidak tersalurkan sebesar Rp 208 52 ,,\“P‘.” Paripurna DPR Rl ke 19 Masa
ouricatl ; ersidangan \ tahun Sidang 2023-2024,
di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, | “T\‘I‘zl.‘ i’(\lllt'lwl"#‘={)"> ik %
temuan itu berdasarkan hasil pemerik- ’I"‘I.lv'l'J'TlL)‘)I‘L] : H ")IU\‘%] ”}I-I:\ \“:I'“M“{ !
saan pengelolaan pendapatan dan belanja Si(“m]““ IM - 1')‘11'1'\"1 Il'”(m )H\ ] r_\H o
kememerian/]embaga, sebagai hasil .1(*111‘1);[ ::Alsl’;ﬁ“'l\«uj‘['(:il? 8];;2“:‘ e
g > an Sosial. Terke ransaksinva it
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester tidak bertransaksi dilakukan Lu:m’l

(IHPS) II Tahun 2023. Dana itu juga

e

__ JAKARTA - SINGGALANG

Rp227,43 Miliar ...

penyalur tidak seruai ketentuan. Nilai dana
bansos yang tidak bertransaksi sebesar Rp
208,52 miliar itu seharusnya disalurkan ke
365.023 KPM.

Dalam laporan yang sama, BPK juga mener
mukan 71.779 KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)
yang tidak terdistribusi karena penerima
mampu, menolak, meninggal, pindah, di bawah
umur, dan tidak ditemukan sebesar Rp 18,91
miliar yang belum dilakukan freeze saldo
bantuan maupun pendebetan ke RPL (rekening
pemerintah lainnya) atau pengembalian ke kas
negara.

"Akibatnya, terdapat kekurangan penerimaan
negara-atassaldo bansos yang belum disetor ke
kas negara sebesar Rp 227,43 miliar. Selama
proses pemeriksaan berlangsung, Kemensos
telah menindaklanjuti dengan melakukan -
penyetoran ke kas negara sebesar Rp 226,84
miliar," tulis laporan BPK sebagaimana dikutip
detikcom. .

Kemudian atas permasalahan tersebut, BPK
merekomendasikan Menteri Sosial agar meme

43 Miliar Dan
tak Tersalurl

rintahkan, Direktur Jenderal Perlindungan dan
Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) untuk
melakukan penelitian terhadap KPM dengan
KKS yang tidak terdistribusi dan KPM yang tidak
bertransaksi secara tepat waktu sesuai keten
tuan.

Kemudian untuk bank penyalur diminta
untuk melakukan freeze/pendebetan ke RPL atas
KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak bertran
saksi serta melakukan pengembalian ke kas
negara sebesar Rp 593,97 juta.

Pada kesempatan ini, Isma Yatun juga
menyampaikan LHP atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dengan
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada
LKPP Tahun 2023 ini, BPK turut menyoroti aspek
pengelolaan APBN yang perlu mendapatkan per
hatian,baik di sisi pendapatan dan sisi belanja.

"Hal ini sangatlah krusial untuk mengurangi
beban masyarakat dalam memperoleh pendidi
kan yang berkualitas serta menguatkan pondasi
bagi keberlanjutan agenda pembangunan
Sumber Daya Manusia guna mendukung
pencapaian visi Indonesia Emas 2045," pungkas
Isma Yatun. (*) ‘
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